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ABSTRAK

Tindak pidana transnasional tidak dapat ditangani hanya dengan
penanganan domestik saja, melainkan harus dengan cara yang memperhatikan
hukum internasional pula. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut juga
tidak dapat hanya dilakukan oleh satu negara saja ketika tindak pidana dilakukan
bukan hanya disatu negara atau dilakukan oleh satu warga negara, oleh karena
itu dibutuhkan suatu kerjasama. Banyak bentuk kerjasama internasional untuk
mengatasi suatu kejahatan atau tindak pidana transnasional, namun yang paling
utama berkaitan dengan tindak pidana transnasional adalah ekstradisi dan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Mengenai bantuan timbal balik
dalam masalah pidana, bentuk kerjasamanya mencakup ruang lingkup
penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan
putusan pengadilan. Untuk Indonesia sendiri, dalam mewujudkan kerjasama
tersebut maka Indonesia telah tergabung dalam AMLAT, membuat Undang-
Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal
Balik dalam Masalah Pidana, dan membuat perjanjian-perjanjian bilateral
dengan beberapa negara. Dengan adanya berbagai aturan yang mengatur
mengenai kerjasama dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan
semakin banyaknya kasus yang penyelesaiannya memerlukan kerjasama bantuan
timbal balik dalam masalah pidana, maka sangat penting bahwa bantuan timbal
balik dalam masalah pidana ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana Internasional, Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana, Pidana Internasional
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Globalisasi yang merupakan suatu kemajuan dalam bidang teknologi,
komunikasi, dan informasi telah membawa banyak perubahan baik dalam
budaya maupun peradaban manusia." Globalisasi telah memberikan
berbagai kemudahan pada manusia hingga mampu membawa manusia
menembus kancah internasional. Globalisasi sendiri terjadi karena adanya
tindakan manusia yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya
yang tak pernah ada habisnya. Namun dalam hal ini, yang mengalami
kemajuan bukan hanya teknologi, komunikasi, dan informasi saja, manusia

disini juga telah terkena dampaknya.

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan
hidupnya, manusia membutuhkan manusia lain di sekelilingnya dalam
hidup bermasyarakat. Dengan kata lain bahwa dalam kehidupannya,
manusia tidak terlepas dari manusia lainnya, sehingga hubungan antar
manusia tersebut merupakan kebutuhan yang objektif. Manusia adalah
makhluk sosial (zoon politicoon).? Karena manusia adalah makhluk sosial,
maka manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam
menjalani kehidupan. Dalam hal interaksi inilah, kecanggihan teknologi
yang merupakan bagian dari globalisasi memiliki peran yang sangat
penting.

http://digilib.unila.ac.id/8625/14/bab%?20l.pdf, diakses pada tanggal 26 November 2017. Pukul

23:14 WIB.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan Kelima. Yayasan Penerbit Ul. Jakarta.

1977. him. 98.


http://digilib.unila.ac.id/8625/14/bab%20I.pdf

Teknologi yang maju telah mengubah komunikasi sederhana sampai pada
komunikasi elektronik.> Oleh para ahli, perubahan ini sering disebut
sebagai revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi ini telah membuat
seorang manusia yang hendak melakukan interaksi dengan seorang
manusia lainnya tidak perlu lagi khawatir akan dibatasi oleh waktu, jarak,
jumlah, kapasitas, dan kecepatan. Manusia yang melakukan interaksi
dengan manusia lainnya ini akan membentuk suatu kumpulan yang disebut

sebagai kumpulan masyarakat.

Dalam perkembangannya, masyarakat yang hidup di era globalisasi telah
berubah baik dari segi kehidupan maupun interaksinya. Bentuk kehidupan
dan interaksi masyarakat ini tidak hanya pada ruang lingkup antar wilayah
negara saja, melainkan interaksi antar bangsa. Hubungan antar bangsa
sudah mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan sebagai
bagian dari masyarakat internasional.* Hubungan antar bangsa ini ada
yang memberikan dampak positif dan ada juga yang berdampak negatif.
Dampak positif dari hubungan antar bangsa ini antara lain peningkatan
hubungan masyarakat yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan,
misalnya dalam bidang perekonomian dan perdagangan internasional.’
Sedangkan dampak negatifnya antara lain, terjadi peningkatan mobilitas
manusia yang dapat menimbulkan masalah antara lain berkenaan dengan
yurisdiksi ekstra teritorial suatu negara. Hal tersebut terjadi ketika

permasalahannya menyangkut kejahatan atau tindak pidana transnasional.

3

Mohammad Zamroni, Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap
Kehidupan, https://digilib.uin-
suka.ac.id/8371/1/MOHAMMAD%20ZAMRONI%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI
%20KOMUNIKASI%20DAN%20DAMPAKNY A%20TERHADAP%20KEHIDUPAN.pdf,
diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 22:32 WIB.

Yudhi Pratikno, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung,
2007. him.1.

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung,
1995, him.1.



https://digilib.uin-suka.ac.id/8371/1/MOHAMMAD%20ZAMRONI%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20KOMUNIKASI%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20KEHIDUPAN.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/8371/1/MOHAMMAD%20ZAMRONI%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20KOMUNIKASI%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20KEHIDUPAN.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/8371/1/MOHAMMAD%20ZAMRONI%20PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20KOMUNIKASI%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20KEHIDUPAN.pdf

Dengan segala kemudahan pada zaman globalisasi ini, mengakibatkan
pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih
sehingga dalam penanggulangannya diperlukan kerjasama antara negara
yang satu dengan negara yang lain.° Kerjasama tersebut kemudian
berkembang menjadi suatu kebiasaan yang selanjutnya menjadi hukum
kebiasaan. Hukum kebiasaan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara
yang melakukan kerjasama. Namun seiring berjalannya waktu, hukum
kebiasaan tersebut mulai dituangkan dalam perjanjian-perjanjian
internasional baik bilateral maupun multilateral. Dengan adanya
perjanjian-perjanjian internasional seperti ini, negara-negara yang

melakukan kerjasama memiliki landasan hukum yang kuat.

Mengenai kerjasama hukum antar negara untuk mengatasi masalah
kejahatan yang bersifat transnasional telah diformulasikan dalam
perjanjian internasional yang dapat berupa pertukaran informasi, bantuan
timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA),
ekstradisi, dan perjanjian pemindahan narapidana (transfer of sentenced
person).” Yang membedakan semua perjanjian tersebut adalah fokus dari

subjek/objek yang diatur.

Dalam hal ini, perjanjian pertukaran informasi yang menjadi objek
kerjasama atau yang menjadi bahan pertukarannya adalah informasi dalam
rangka penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana. Apabila
mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal

assistance/MLA) maka bentuk kerjasamanya mencakup ruang lingkup

6

Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal
Balik dalam Masalah Pidana.

Irma Sukardi, Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal
Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana,
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. lihat Yunus Husein, ‘“Perspektif
dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana
Pencucian Uang”, (Makalah disampaikan pada “Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana yang diselenggarakan olen BPHN pada tanggal 29- 30 Agustus 2006, di
Bandung).



penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan hingga
pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian mengenai ekstradisi, ruang
lingkupnya lebih kepada upaya menangkap seorang tersangka atau
terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain dan yang terakhir yaitu
perjanjian pemindahan narapidana (transfer of sentenced person) yang
ruang lingkupnya meliputi pemindahan narapidana asing ke negaranya
atau tempat ia berdomisili untuk menjalani hukuman atau sisa

hukumannya.®

Diantara perjanjian-perjanjian tersebut yang paling utama berkaitan pasti
dengan tindak pidana yang bersifat transnasional adalah ekstradisi dan
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Mengenai bantuan
hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat dipahami dengan
maraknya kasus-kasus tindak pidana yang bersifat transnasional. Sebagai
contoh yaitu kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna. Dalam kasus pidana ini,
Indonesia merupakan pihak yang meminta bantuan kepada negara
Australia. Indonesia mengirimkan sejumlah anggota Polda Metro Jaya
untuk mencari tahu jejak hubungan pertemanan Mirna dan Jessica selama

di Australia.

Negara Indonesia disini meminta bantuan dari Kepolisian Federal
Australia atau AFP untuk menyelesaikan kasus, namun pemerintah
Australia memberikan persyaratan dimana Indonesia tidak boleh menuntut
atau menghukum mati Jessica yang merupakan penduduk tetap Australia.

Pada akhirnya persyaratan tersebut disetujui oleh Pemerintah Indonesia.’

8 Yunus Husein, Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik

Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),
https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/36_perspektif-dan-upaya-melalui-mla_x.pdf,
diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 13:53 WIB.

Kompas,
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/16/17085901/Hasil.Penyidikan.di.Australia.Dita
mbahkan.dalam.Berkas.Perkara.Jessica, diakses pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 14.55
WIB.
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Jika melihat kasus kopi sianida Jessica-Mirna diatas maka dapat dilihat
adanya suatu proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah
digunakan oleh Indonesia terhadap Australia. Proses tersebut terlihat dari
adanya suatu permintaan bantuan kepolisian Indonesia terhadap kepolisian
federal Australia berupa permintaan alat bukti berupa keterangan yang
menunjukkan bagaimana kehidupan Jessica-Mirna selama di Australia,
lalu bagaimana kehidupan pertemanan mereka semasa kuliah di Australia.
Hubungan kerjasama berupa permintaan alat bukti ke Australia ini
merupakan salah satu ruang lingkup yang dicakup dalam bantuan timbal
balik dalam masalah pidana.

Hal yang menarik perhatian pula, kasus pelanggaran tindak pidana pemilu
di luar negeri. Dalam kasus ini memerlukan koordinasi ekstra di antara
banyak lembaga, seperti badan pengawas pemilu (Bawaslu), komisi
pemilihan umum (KPU), mabes polri, kejaksaan agung, kementerian luar
negeri, dan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja
indonesia (BNP2TKI)."® Dalam kasus ini terjadi kesulitan untuk
memproses warga negara indonesia (WNI) yang berada di luar negeri,
apalagi pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan warga negara
setempat atau warga negara asing (WNA). Karena kasus tersebut bukan
merupakan double criminality, maka indonesia tidak dapat melakukan apa-
apa. Oleh karena itu munculah terobosan baru yaitu dengan menggunakan

bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Selain dua contoh kasus diatas, terdapat kasus lain yaitu pembunuhan
berencana yang dilakukan oleh terdakwa Harnoko Dewantono alias OKi

(33 Tahun). Pembunuhan tersebut dilakukan oleh warga negara indonesia
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Alamsyah H. Sinurat, Mengadili Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan Tindak
Pidana di Negara Asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance — MLA), Program
Studi Magister IlImu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012,
him. 3.



yang bertempat di Los Angeles, Amerika Serikat terhadap 3 orang masing-
masing Gina Sutan Azwar, Ery Triharto Darmawan, dan Suresh Gobind
Mirchandani. Dalam kasus ini, JPU menuntut hukuman mati terhadap
terdakwa dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada tahun 2007.** Dalam kasus ini juga telah menerapkan bantuan timbal
balik dalam masalah pidana.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) memberikan
definisi mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu
Mutual legal assistance in criminal matters is a process by which States
seek and provide assistance in gathering evidence for use in criminal
cases.*? Dalam hal ini definisi yang diberikan oleh United Nations Office
On Drugs and Crime (UNODC) yaitu Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana adalah suatu proses dimana negara-negara mencari dan
memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan

dalam kasus pidana.

Banyak negara yang sudah membuat perjanjian internasional terkait
kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sudah memiliki
perjanjian internasional terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana dengan beberapa negara seperti Cina, Korea, India, dan Australia.
Bahkan saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tersendiri
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).™

Pada dasarnya Undang-Undang tersebut dibentuk untuk meminimalisir
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Ibid., him. 8.

United Nations Office On Drugs and Crime, Manual On Mutual Legal Assistance and
Extradition, New York, 2012, him. 19

Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen
Penegakan Hukum Pidana Internasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hIm. 146



1.2.

tindak pidana transnasional yang mungkin terjadi di Indonesia atau
mungkin di kedaulatan negara lain yang memiliki hubungan atau yang

berkaitan dengan Indonesia.

Dalam penerapan perjanjian maupun undang-undang tentang bantuan
timbal balik tersebut, tampak bahwa proses permintaan bantuan dalam hal
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidanas dapat mengalami hambatan.
Hambatan yang dimaksud dalam hal ini dapat terjadi karena adanya
berbagai macam faktor. Dan kasus tersebut hanya merupakan salah satu
contoh yang menunjukkan adanya hambatan dalam permintaan Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Baik perjanjian maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak mengatur tentang
prosedur alternatif lebih lanjut jika terjadi hal tersebut. Maka dari itulah,
berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, perlu untuk
dilakukan kajian mengenai “Beberapa Masalah Hukum dalam
Pengimplementasian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dan

Upaya Penyelesaiannya”.
Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, dapat

dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Pelaksanaan Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana?

2. Prosedur Alternatif apa yang dapat ditempuh negara peminta dalam
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana apabila terjadi
penolakan/tidak ditanggapinya?



1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat beberapa tujuan yang

ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dapat dihadapi
oleh Indonesia terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Memberi Kkajian kepada Pemerintah untuk segera memberikan
Prosedur Alternatif dalam hal Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana di Indonesia terkait adanya hambatan dalam pelaksanaan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana oleh negara yang dimintai

bantuan sehingga menghambat jalannya peradilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis

maupun secara praktis sebagai berikut:

1.

Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau
masukan bagi perkembangan dan menambah kajian Ilmu Hukum
khususnya dalam bidang Hukum Pidana Internasional terutama
mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi
instansi-instansi terkait untuk lebih mengefektifkan kinerja dari

pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.*
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Data deskriptif yang diamksud dapat diperoleh dengan beraneka ragam
caranya yaitu wawancara, observasi, intisari, dokumen, pita rekaman,
dan biasanya diproses dengan melalui pencatatan, pengetikan,

penyuntingan, atau alih tulis.*®

Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian
hukum yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang

mengutamakan penelitian lapangan.®

B. Sumber Data
Penulis penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang
diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan
hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer:

e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

e Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters;

e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan
Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters
(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana);

e United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) -
Manual On Mutual Legal Assistance and Extradition.

2. Bahan Hukum Sekunder

1> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UIPress,
1992), him 15.

1% Soerjono Soekanto dan Purnandi Purbacaraka, Perihal Penelitian Hukum, (Bandung: Alumni,
1979), him. 6.



1.5.
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e Buku-buku yang berkenaan dengan Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana;

e Jurnal Hukum;

e Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum
yang berkenaan dengan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

e Kamus Besar Bahasa Indonesia;

o Kamus Hukum;

o Ensiklopedia;

e Internet.

e Wawancara dengan:

1. Direktorat Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia;

2. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;

3. Divisi Hubungan Internasional Polri (National Central
Bureau (NCB) — INTERPOL);

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri atas lima bab
yaitu :

BAB I Pendahuluan

Gambaran umum mengenai latar belakang adanya kekosongan hukum
terhadap pengaturan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimana tidak terdapat alternatif atau

konsekuensi apabila terdapat penolakan terhadap permintaan bantuan.
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Penulis juga akan menjabarkan mengenai Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il  Tinjauan Umum mengenai Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana

Menjelaskan lebih rinci terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah

Pidana dengan landasan teori dan tinjauan yang diberikan oleh konvensi-

konvensi dan undang-undang mengenai Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana.

BAB Il Faktor Penghambat Keefektivitasan Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana

Menjelaskan lebih rinci mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi

penghambat dalam proses permintaan bantuan dalam hal Bantuan Timbal

Balik dalam Masalah Pidana.

BAB IV Metode Alternatif dan Upaya Yang Diberikan Untuk
Mengatasi Hambatan Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana

Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai Prosedur Alternatif untuk

menangani penolakan atau tidak ditanggapinya permintaan bantuan dalam

masalah pidana memang diperlukan dalam suatu Konvensi maupun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 sendiri.

BABV  Penutup
Penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas serta
memberikan saran yang merupakan ide dari penulis untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada dalam penelitian ini.





